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NOMOR |§ TAHUN 1991
TENTANG
PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

! a. bahwa Peraturan Dagrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Demak Nemer 19/DPRDP/56 tanggal 27 Nopember 1956 =
yang disahkan eleh Dewan Pemerintah Daerah Peralih
an Prepinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Ne-
mer Us96/1/14 tanggal 2 Januari 1957 , diundangkan
dalam Lembaran Prepingi Jawa Tengah tanggal 6 Pe =
bruari 1957 ( Tambahan C Nomor 5 ) dengan segala -
perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembang=
an keadaan dewasa ini , sehingga dipandang perlu =
untuk ditinjou kembali don dirubah sscara menyeluw
ruh ;

be bahwa untuk maksud tersebut perlu ditusngksn dalam

Peraturan Daarch .

: le Undang-undong Nomor 5 Tahun 1574 tentang Pokek~Pe-
kok Pemerintohen di Daecrah ;

2« Undang=-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pemben =
tukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan -
Prepinsi Jawa Tengah ;

3« Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Per-
aturan Umum Retribusi Daerach ;

be Undang-undang Nemor 6 Tahun 1967 Fentang Ketentuno.
ketentuan Pekek Peternakan dan Keschatan Hewnn ;

5« Undang-undang lomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca
ra Pidana ;

6+ Instruksi Bersama Menteri Balam Nogeri Han Menteri
Pertonian Nemor 18 Tahun 1979 tentang Loarangan =

Pcmotongan asssvaser




Pemotongan Ternak Eetina s

7« Peraturan Daerah Kabupaten Paerah Tingkat II Demak -
llemer & Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri -
Sipil di lingkungon Pemerintah Kabupaten Daerah Ting
kat II Demak

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Daerah =
Tingkat II Denak .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEI! DAERAH TINGKAT II DEMAK -
TENTANG PEMOTONGAN TERINAK

3AB I
KETENTUAN  UMUM

"' Pasal 1

Dalam Peraturan Daesrah ini yang dimaksud dengon @

e Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Daerah-
Tingkat IT Demak ;

be Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dae
rah Tingkat II Demak

ce Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak

de Dinas Petornakan adalah “inas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak ;

os Ternok adalah Kuda, Sapi, Kerbau , Kambing,damba -
@ dan babi ;

fo Juru Pemeriksa Daging adalah Pegawai Dinas Peternak
an yong terdidik dan ditugaskon sebegai Pemsriksae-
Daging pado pemetongan ternak ;

g« Jogal adalah mercka yang mendapatkan Ijin menyele-
nggaraken tempat pemotengan/pembantaion dan atam -
tempat penjualan daging ssbagai mata pencaharian H

he Rumah Femotongan I'mag. adalah Bangunan/Tempat milik
atau dikuasai eleh Pemerintahc Daerah untuk peme-
tengan ternak ;

i. Rumch Uemotongon Swagta sdalah Bangunan/Tempat bu~
kan milik atuau yang dikudsai oleh Pemerintah Dae =
rah yang disediaken untuk memotong ternak ;

j. Tcmpat oooooco:o..o




je Tempat Penjualan Daging adalah Bangunan atau ruangan yang
digunakan untuk mendasarkan / menjual daging

k. Menjual dsging adalah menjual , momperdagangkan , mena -
warkan , menyerahkan , menukar , membagi dan menyimpan -
daging untuk persedizan guna dijusl 3

1. Memotong adalsh menyembelih / mematikan ternak dengan se-
gala persicpannya yang sah dengan memotong Venajugalaris
dan sesuai dengan norma-norma Agama dan norma-norma Huloum
yang berlaku sehingga dihagsilkan daging yang sah pula un—
tuk dimanfaatkan manusia .

B:&B II
PERIJINAN

' Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hultum yang melakukan pekerjaan me -
motong Ternak atau menjalankan pckerjasn jagal dan ztau me -
masukan daging dari luar Daerah harus mendapatkan Ijin ter -
tulis dari Bupati Kepala Daersh .

Pagsal 3

(1) Cara memperoleh Ijin Memotong Ternak pelaksansannya sama
dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Ternak .

(2) Untuk mempercleh Ijin untu: Jagel dan atau memasukan da -
ging dari luar Daerah yang bersangkutan harus mengajukan
’ pemochonan tertulis kepada Bupati Kepala Dazerash dengan -
menyebutkan name dan tempat tinggalnya dan dari mana da -
ging tersebut didatangkan .

Pasal &

Permphonan 1jin tersebut Pasal 3 ayat (2) ditolak apabila 3-

a+ Dalam tahun menjelang diterimanya surat permchonan baru =
telah ada pencabutan ijin , yang dshulu pernsh diberikan
kepada pemchon , kecuali pencabutan itu berdasarkan atas
permintaan sendiri 3

b. iida alasan-alasan mengenai ketertiban atau kepentingan
Unum yang bertentangan dengan pemberian Ijin alasan-ales-
an tersebut harus dituangkan dalam Surat Keputusan -

Penolakan Crnsnsee




Penolakan .

Pasal 5

Surat Ijin Usaha Jagal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Daerah ini hanya boleh dipepgunakan olch orang yang nana -
nya tercantum di dalamnya , tidak dapat dipindah tangankan .

BAB III
CAR. MEMOTONG TERNAX DAl USAHA JAGAL
Bagian Pertama
Cara Memotong Ternak

Pasal 6

(1) Penyembelihan Ternak dilakukan dengan memotong teng;;orokan,"pembu—
luh-pembuluh darah pada lehernya dengan mempergunakan pisau yang
tajam dan steril serta dilakukan sesuai dengan kaidah agema dan
setelah tempat pemotongan dibersihkan .

(2) Pemotongan baru boleh dilanjutkan setelah ternak benar-benar mati
karena kehabisan darah .

Bagian Kedua
Usaha Jagal

Pasal 7

Semua orang yang bekerja pada Pemotongan Ternal: dan Penjualan
dagiang harus berpakaian yang bersih, tidak boleh menderita penyakit
menular atau penyakit kulit dan luka-luka yang bernansh .

Pasal B8

Tempat Pemotongan Ternak Umum maupun Syasta harus memenuhi -
Persyaratan kesehatan, hygienis, sesuai ketentuan yang berlaku dan
harus dilengkapi dengan

a. Lantai yang kedap nir ;
b. Saluran-saluran yang terbuat dari pasangan betu untuk mengalirkan

kotoran , limbah , darzh dan lain-lain yang timbul akibat pemo -
tongan ternak tersebut ;

c. Tersedianya air pembilasan yang bersih den cukup / memadai 3
d. Cantelan-cantelan / pengait daging yang terbuat dari logam yang -
bersih dan anti karat ;

Ce 'I'empat EEEEEET




e. Tempat pembuangan limbeh vang memadai dan memenuhi uyarat .
Pasal 9

Tempat penjualan daging harus dilengkepi dengan 3
a. Tempat penyimpanan daging yang hygienis, mudah memperoleh udara -
segar dan dipergiinakan khusus untuk menyimpan daging

b. Meja penjualan daging yang dilapisi / dibuat dengan bahan yang -
kedap air , mudah dibersihian dan tidek berkarat 3

c. Cantelan-cantelan daging { pengait ) yang dibuat dari logam yang
bersih dan tidak berkarat .

Pasal 10

Pengangkutan daging harus dilakukan dalam kendaraan tertutup,
yang ditempatkan dalam suatu: tempat yang hygienis menurut ilmu ke -
Sehatan .

Pagal 1

(1) Tempat jagal/pembantzian dan tempat penjualan daging 4 demikian
juga benda-benda yang bersentuhan dengan daging walktu memotong -
dan menjual harus dalam keadaan yang bersih dan hygienis .

(2) Selama dalam penjualan daging sedapat mungkin dingsshakan jangan
sampai daging langsung terkena sinar matahari, air hujan, debu ,
lalat stau serangga atau pengaruh lain-lain yang mengakibatkan =
berkurangnya nilai daging untuk dimakan .

BAB IV
TEMRPAT PEMBANTAIAN UIUIL

Pasal 12

Bupati Xepala Pgerah dengan Persetujuan Deyan Perwaikilan Rakyat men-
dirikan tempat-tempat Pembgntaian Uinum

Pazal 13

(1) Di dalam jari-jari lingkungan { Straal ) 5 ( lime ) kilometer -
dari sesuatu tempat Pembantaian Umum, tidak dibenarkan tempat -
Pembantaian yang lain .

(2) Pemotongan Ternak dalam jari-jari lingkungan { straal ) sebagai-
mana dimaksud dalay ayat (1) Pasal ini harus dikerjakan ditempat
pembantaian kecuali
a. memotong kambing/damba yang dagingnye tidak dipergunakan untuk

dijual 3

be mcnotong tesrsnaanas




b, memotong terrak scbogaimona dimaksud dalem Pasal 21 dan
dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini ;

c. memotong ternak yang untuknya tidek terscBia di tempat-
Pembantaian Umum ,

Posal 14

(1) Pengurucan tempat Pembantaian Umum damP Pemeriksaan -
Ternak potonpg don dagingnya dalam lingkungan pembantai
an diserahkan kepada seorang Jyru Pemeriksa Daging.

(2) Untuk membantu Juru Pemerilisa Daging den hpabila perlu
untuk mewakilinya dapat diangkat deberapa orang pemban
tu Juru Pemerikea paging .

(3) Bupati Kepala Daerch menetaplan tateg¢ara mengurus dan-

pemokaian Tempat Pembantaian Umum .

Pacal 15

(1) Pada Tempat Pembontaoion Unmum dapat diadakan tempat Pe-
nyinpanan doging untuk umum .

(2) Apabila di tempat Pembantaian Umum digdukan tempat-ten
pat penyimpdanan daging untuk umum, maka secudah pemo -
tongan dilokukan , daging harus disimpan dahulu di tem
pat tersebut selama waktu yang ditentukan oleh Bupati-
Kepala Dagrah , kecuali sejumlah daging , isi perut -
( Icrotn)yang dibutuhkan oleh jagal untuk segera di -
Jjual »

Pagel 16
Di tempat pembantaion umum disedickan kandang untuk me

nempatkan ternak yang dipotong .

BUAB, W
PIMEIRTKSAAN TERNAK POTONG DAN
PUMERTESAAINT  DAGING

Pasal 17

(1) Juru Pemeriksa Daging melakukan pemeriksacan sebelum -
ternak dipotong .

(2) Pelakoanaon eeees




(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(&)

(5)

Pelaksanacn pemeriksaan tersebut ayat (1) di atas dapat dilakukan
apabila untuk ternak tersebut telah ada Surat Ijin Potong dan -
tidak termasuk ternak Jjantan pemacek atau betina yang masih muda
dan baik untuk diternakan .

Pasal 18

Lpabila pada waktu melekukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud -
pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini diketahuli oleh Juru Pemerikss
bahwa ternak tersebut nenderita atau diduga menderita penyakit -
ternak yang menular seperti dinaksuditan dalam Undang-undang , =
maka Juru Pemeriksa Daging melaporian hal tersebut zecepat mung-
kin kepada Bupati Kepala Paerah .

Pelaksanaan Ijin Hemotong terscbut ayat (1) Pasal ini harus di -
tunda apabila ternak itu sakit atau diduga sakit dan dalam kea =
daan sakit sangat payah ,

Paaal 19

Lpabila Juru Pemeriksa Daging memberiken ijin untuk memotong,ma-
ka pelaksanaan pemotongan harus dilakukan dalam waktu 24 { dua -
puluh empat ) Jam setelgh pemeriksasn .

Lipabila pemotongan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut -~
ayat {1) Pasal ini » maka pelaksanaan pemotongan hanya boleh di-
lakukan setelah diadakan pemeriksaan ulang .

Fasal 26

Setelah ternak dipotong , dagingnya diperiksa .

Untuk pemeriksaan tersebut Juru Pemeriksa Daging “erhal: melaku -
kan pengirisan-pengirisan pada urat--urat dan bagian-bagian lain
yang dipandang perlu .

Bagian-bagian yang disahkan dibubuhi tands cap yang bentuk dan
warna tintanya ditentukan oleh Zupati Kepala Daeran y tinta dan
cap tersebut tidak boleh wengandung racun

Lpabila daging tersebut hanya dapat dieahkan sctelah menjalami -
sesuatu proses pengolshan , maka cara pengolahenny: ditentukan -
okeh Juru Pemeriksa Daging .

Daging dan bagian-bagian yang nyata-nyata tidaic baik untuk di -
makan oleh manusia , tidak disahkan , digita dan dimusnahkan

(6) Yans berhak trs e nan
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(6)

(7)

(8)

(2)
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(4)

(1)

Yang berhak menyita dan tienusnahkan ialsh Juru Peueriksa Daging
atau pembantunya yang ditunjuk .

Untuk daging yang disita dan dimusnahkan tidak diberikan ganti -
rugi

Daging dari luar Paerah yang dipasarkan dalam Wilayah Xabupaten
Daerah Tingkat II Demak harus diperiksa ulang oleh Juru Pemexrik-
se Daging atau Petugas .

Pasal 21

) Dalam hel-hal yang luar biasa diperbolshkan memotong ternak di -

dalam jari-jari lingkungan \ straal ) tetapi di luar tempat pem-
bantaian unum misalnya jika ternck yang akan dipotong patah tu -
langnya , luka berat atau menderita sakit yang parah .

Dalam hal-hal dimaksud ayat (1) pemilik ternsk heruz segera me -
laporkan kehendaknya akan memotong ternak itu lkepada Juru Feme -
riksa Daging dan setelah itu Juru Pomeriksa Daging datang d4i tem
pat ternak yang akan dinotong .

Sedepat mungkin pemotongan dilakulian setelah Juru Pemeriksa Da -
ging datang .

Pemeriksaen dan pembubuhan cep peda daging dalam hal-hal tersebut
dalam Pasal ini dilakuken di tempat dimana ternck dipotong .

BLB VI
BESARNYA BILYA POTOLC
Pagal 22

Pemeriksaan Ternak Potong dan daging serta pemakaian tempat peme
bantaian umum , tempat penyimpanan daging untuk umum dan kandang
dikenakan biaya , yang diatur sebagai berikut @

a. Untuk seekor sapi , kerbau dan kuds 3

- Untuk Usaha Rp 3.500,00 ( iga ribu Jima ratus rupiah)
- Untuk Hajat Rp 24500500 ( dua ribu lima ratus rupiah)

- Untuk keadaan darurat Rp 26000,00 ( dua ribu rupiah )

b. Untulk tersnnnn




L.

Ce

Untuk seckor lkambing/biri-biri @

- Untuk Uscha Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ) ;

- Untuk Hajat Rp 750,00 ( tujuh ratus lima puluh=-
rupiah ) ;

- Keadaan darurat Rp 750,00 ( tujuh ratus lina puluh -
rupiah ) .

Untuk pemerikeccan daging dari luar Daerch dikenakan bia

ya pemeriksaen sebagei berikut :

2. Daging murni , otak den hati sebesar Iip 100,00 ( se-
ratus rupiah )} / kilo gram ;

b. Karkas, jeroan scbesar Rp 75,00 ( tujuh puluh lima =
rupiah ) / per kilo gram

c. Tetelan sebesar Rp 25,00 ( dva pulub lima rupiah )/-

kilo pron .

(3) Pemeriksaan ulang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 =

ayat (2) dilkenokan biaya tiap-tiap ckor ternak besar -
Rp 1.000,00 ( seribu rupish ) , untuk ternak kecil sebe-

gar Rp 500,00 ( lime ratue rupiah ) .

(4)’Biaya pemeriksasn sebogaimana tersebut dalam Pasal 21 =~

Peraturan Daerah ini adalah same dengan terscbut ayat (1)
rPasal ini , ditembah dengan biaya perjalanan sesual de =

ngen ketentuan yong berleoku .

BAB VII
LARANGAN

Pasal 23

Dilarang untuk @

Qe

Ce

de

Mengalihkan/melinpaliken Ijin tersebut Pasal 5 Peraturan -

Daerah ini kepada orang lain .

Menyemprot daging yang akan dijual dengan air , melapisi-

nya dengan lemak , atau mengerjokonnya dengan cara lain,=-

schingga keadaan daging menjadi berubah .

Menjual daging yang tidak didbubuhi tanda cap sebagainana=
dimokoud dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini .

Memotong ternak dalam jari-jari lingkungan (stranl) di -
luar tempat pembantaian , tanpa Ijin Bupati Kepala Daoe =~
roh .

Co Menmasuldionl eseesevecss




Ca
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Memasukken daging dari luar Daerah tanpa Ijin Bupati Kepala
Daerch .

Pasal 24

Penjualaen daging yong dibuat cupaya tahan lama dengan jalan
dikeringkan , dibubuhi rempohercapoh , digarami , dipangg -
gong 4 direbus atau dikemes rapat-rapat schingga tidak ke -
masukan hgwa , tidal: dikenakan Peraturan Daerah ini .

Terhadap laranggn sebogaimana dimoksud dalom Pagal 23 cub d
dikecualikaon :

a. Daging untuk dipakai gendiri yang beratnya tidok lebih -
dari 3 (tiga) kilogram ;

be. Daging yang sudah disahken Juru Pemriksa Daging asal se-
jak pemeriksaan itu belum lewat 2% (dua puluh empat) jam.

rasal 25

Ketentuan pemotongan di tempat pembantaion unmum dalam jari-
jari lingkungan(Straal) begitu juga biaya potong sebagaima-
na tercebut delam Pasaol 22 Peraturan Daerah ini , tidak ber
loku terhadep pemotonpgan untuk kepentingon upacara keagama-
an / adot dengan seijin Bupati Kepala Dzerczh ,

Ternak dimgksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diperiksa -

terlebih dahulu olch Juru Pemeriksa Daging begitu juga do -
gingnya setelah ternak itu dipotong .

Dalam hal terscbut ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya perja
lanan Pemeriksa Daging scbagaimana tercantum dalam Pasal 22
ayat (3) Peraturan Daerah ini .

BAB VIII
KITEITUAN PIDANA DA PENYIDIKAN
Pasal 26

Barang siapa melanggara ketentuan dalan Pasal 2, 7, 9 , 10-
13, 15 ayat (2) , Pasol 22 dan Pasal 2% Peraturan Daoerah =
ini diancam dengan pidana kurungen selama-lamonya 6 (enam)-—
bulan atau dernda sctinggi-tingginya Rp 50.000,00 ( lima pu-
luh ribu rupish ) ,

(2) Selain cseeseasne




(2) Eclain Yejabat Penyidil: Polisi Nepara Republik Indoncsia,=-
Penyidikan torhadap pelangsoran dimaksud ayat (1) Passl -
ini dilakukan juga oleh Fonyidik Pepowni, Hegeri £ipil di -
linglkungan Pemerinteh Kebupaten Daerah Tingkat II Demalk =~
yang pengangiatoennyan dan dalam menjalankan tugaenya sesuai
dengan peraturun perundung-undongan yang berlaku .

Pasal 27

(1) Tonpa menguranpi ketontunn dalom Yapal 26 Peraturan Daerahe
ini , apabila jagal nelangpar ketentusn Pasal 5.6y 79 8 5=
9, 10 dan 11 Pe¢raturan Jnerch ini s maka yang bersangkutan-
dapat dicabut ijinnya elch Vupati Kepoln Paerah untuk sela~
ma waktu tertentu atau untuk selama=-lananya .

(2) Terhadap Keputusan-keputusan Bupati Xepala Daerzch di dalam-
waktu 1 (cesu) bulan yang berlcopentingan dapat mengajukan -

keberatan kepada Bupati iepela Poerch .
it &

s

Pasal 28

Kewajiban untuk melaksmnakan ketentuan-ketentuan dalom -
Peraturan Drerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu -
Bodan Hukum , diletakkan kepada Anggota pengurus atau jika pe-
nguruc tidak ada , kevada Wekil Bacan Hultum tersebut yang bera
da di dalem Wilayah Republik Indonesia . |

BAB IX
KATENTUAN LAIM - LAIN

Pasal 29

Hal=-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerch ini -

eiken diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dacrch sepanjang-

5

nengenai peleksanaonnya .

BAB X
KETZHTUAN PENUTUP

Pasul 30

Dengan berleluknya Peraturan Paerah ini naka Peraturan -
Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat IT Demak Nomor 19/DPRD/S6 -
tanggal 27 Hopember 1956 , yang dbundangkan dalan Lémbaran -

Propinsi seeesccece
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I'ropinal Jawn Tengah tongml 6 Uabenard 1997 ( Tembahen C Yeomor 5 )
Aengan segala perubnhamym Alnyatakan tidak berlelm lagl

Pas:l 31

Paraturan Daexah inl mmlai berlekn pada tangmmlediwmdangkean

Agar ewpayn getinp orang dapat mngetnlm'i.m nemerin -
tehlon pangundangan Feraturan Dacrnh ind dengan penempatanmyn  dalam
Liambayan Daerah Kabupaten Dnerah Tinghat II Demk

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI
K}\BUPAI‘FN DAERAII TLINGKAT IX
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I.

II.

PENJEL4LSAN

PERLTURAN DAERIH KIBUPATEN DAERAN TINGKAT IT DEMAK
NOMOR 'S TAUY 1991
TENTALNG
PEMOTONGAN TERMAK

PENJELASALN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dzereh Tingkat I Demak Nomor
19/DPROT /56 tanggal 27 Nopember 1956 yang disahkan oleh Dewan Pemerin-
tah Daerah Peralihan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Yo -
mor U.96/1/14 tanggal 2 Januari 5957 , diundangkan calam Lembaran Pro-
pinsi Jawa Tengah tanggal 6 Pebruari 1657 { Tambahan C Nowor 5 3 e =
ngan segala perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keada-
an dewasa ini , sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali secara
keseluruhan dan dibterbitkan kembali Peraturan Daepsh yang baru

Disamping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah juga dikandung
maksud untuk Tertib Administrasi di bidang Hukun . Dalam Peraturan -
Daerah yang baru ini juga diatur tentang daging yang didatanskan dari
luar Daersh .

igar mempunyai kekuatan Huloum vang pasti sebagei landasan bagi
Petugas dalam melaksanakan tugasnya maka hal tersebut perlu dituangkan
Peraturan Daerah .

PENJELASAN PASLL DEMI PASIL 3

Pagal 1 sampai dengan Pasal 21 ¢ Cukup jelas .

Pasal 22 ayat (1) Cukup jelas »
Pasal 22 ayat (2) ! Cukup jelag .

Pagal 22 ayat (3) # = Ternak besar adalsh Xuda , Sapi,
Kerbau , Babi ;

~ Ternak kecil adalah Kambing y -
Domba , Lyam [ Unggas

Pasal 23 sampai dengan Fasal 31 ¢ Cukup jelas .
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